BAB II
HUKUM T7A4°ZIR DALAM FIKIH JINAYAH

A. Hukuman 7a’zir
1. Pengertian 7Ta’zir

Secara bahasa fa'zi merupakan mashdar (kata dasar) dari 'azzaro yang
berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan,
memuliakan, membantu. Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi
pelajaran. Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya
menghalangi pelaku kejahatan untuk tidak kembali kepada jarimah atau
dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha' mengartikan ta'zir
dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang
berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang
berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan dan
mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. '

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir,
pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran.dan
menurut istilah,sebagaimana yang dikemukakan oleh Iman Al Mawardi,
pengertiannya sebagai berikut:"Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas

dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara

" Djazuli, Figh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2000), 89
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Secara singkat dapat di katakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah
hukuman yang belum ditetapkan oleh syara 'melainkan diserahkan kepada
hakim,baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman
tersebut, hakimhanya mengatur secara global saja. Artinya pembuat undang-
undang tidak mengatur hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir,
melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-
ringannya sampai seberat-seberatnya.

Dengan demikian ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut
belum ditentukan oleh syara 'dan ada batas minimal dan ada batas
maksimal.

2. Penetapan hukuman tersebut adalah hak hakim .

Bisa dikatakan pula, bahwa ta'zir adalah suatu jarimah yang diancam
dengan hukuman ta'zir (selain had dan gishash diyat). Pelaksanaan hukuman
ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik
perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya
diserahkan sepenuhnya kepada hakim.Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak
ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas
terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).
Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan

benruk bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut bahasa,
lafaz ta’zir berasal dari kata “azzara” yang berarti menolak dan mencegah,
juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya,
menguatkan, dan menolong.2 Dari pengertian tersebut yang paling relevan
adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak, dan pengertian
kedua yaitu mendidik. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak
mengulangi lagi perbuatannya. Ta’zir diartikan mendidik, karena ta’zir
dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari
perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.
Pengertian ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Abdul Qadir
Audah’ dan Wahbah Zuhaili.*

Menurut istilah, ta’zir didefinisikan oleh Al-Mawardi adalah hukuman
yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum
ditetapkan oleh syara’.’ Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah
bahwa ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang

hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Dikalangan Fugaha, jarimah-

% Ibrahim Unais, et. al., AlI-Mu jam Al-Wasith, Juz 11, Dar IThya’ At-Turats Al-‘Arabi, tanpa tahun, hlm.

598.

* Abd Al-Qadir Audah, Ar-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz I, Dar Al-Kitab Al-A’rabi, Beirut, tanpa
tahun, hlm. 81.

* Wahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz V1, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 197.

> Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996, hlm.

236.
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jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan jarimah
ta’zir. Jadi, istilah ta’zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk
jarimah (tindak pidana)

Ta’zir sering juga dapat dipahami bahwa jarimah ta’zir terdiri atas
perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau
kaffarat. Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim.
Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya,
artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya
kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada
hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

2. Dasar Hukum 7a’zir
Mengenai hukuman ta’zir banyak terdapat dalam beberapa hadis

antara lain hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah :

MY :djégelujé\:alcﬁ\émﬁ\dy)@ud\@)@‘ﬁ\ﬁdﬁ@\Qs;
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Artinya: Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah

saw bersabda : “Sesorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh

kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti
hukuman bagi orang berzina dan sebagainya.” (Riwayat Muslim)°

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah :

® Hussein Bahreisj, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3, Jakarta : Widjaya 1983, Hal. 255
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o\jJ) .JJM\Y\(;@_"\\)“;QU,}Q 6}5\#\&3@33\0\:\&91.{:09
(é%ﬂjé\w\ }JJJ\JJQ‘ daa
Artinya: Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda @ ~Ampunkanlah
gelinciran orang-orang yang baik-baik kecuali had-had.” (Riwayat

Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki)’

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim :

s plag agle ) Lea (0 G o3a e ol e S ) e e
(esu‘m;:a‘j‘ﬁ@_}mj‘;w\jgka‘)ﬂ\‘33‘5‘3}‘5\‘5‘))%@_\3\@

Artinya: Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw
menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadits
diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa’i, dan Baihagqi, serta
dishahihkan oleh Hakim.®

3. Jenis-Jenis Hukuman Ta’zir
Dalam menetukan hukuman tersebut, hakim hanya menentukan
hukuman secara umum saja artinya pembuat undang-undang tidak
menetapkan hukuman untuk masing- masing jarimah ta’zir, melainkan hanya

menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta’zir, dari yang

7 Al-Asqalany Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, Bandung : CV. Penerbit Diponegoro 2002, Cet.
26, Hal. 576-577

¥ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Juz IX, PT.Pustaka Rizki
Putra, Semarang, 2001, 202.
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seringan-ringan sampai seberat- beratnya. Jenis-jenis hukuman ta’zir adalah

sebagai berikut:’

1. Hukuman Mati
Pada dasarnya hukuman ta’zir dalam hukum Islam adalah
hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman ta’zir tidak
boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi
sebagian besar fugoha memberikan pengecualian terhadap peraturan
hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila
kepentingan umum menghendakinya atau kerusakan yang dilakukan
pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti
menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid’ah (pembuat
fitnah), atau residivis yang berbahaya. Oleh karena itu, hukuman mati
merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman ta’zir, hukuman
tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim.
2. Hukuman Cambuk
Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam
hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan
hukuman ta’zir. Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas
tertinggi hukuman jilid dalam ta’zir. Menurut pendapat yang terkenal di

kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa

° Drs. H. Ahmag Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Jakarta : Sinar Grafika, 2005. Hlm. 255
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karena hukuman ta’zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas
dasar berat ringannya jarimah.
3. Hukuman Kawalan (Penjara atau Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam.
Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman
kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Pertama, hukuman
kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari,
sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama Syafiiyyah
menetapkan  batas  tertingginya satu tahun, karena mereka
mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara
ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan
maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati
bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena
hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai
terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan
hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-
ulang melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya.

4. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan

keamanan (hirobah), dan para fuqoha mengatakan bahwa hukuman salib

dapat menjadi hukuman ta’zir. Akan tetapi untuk jarimah ta’zir hukuman
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salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati,
melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan
minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalan menjalankan
shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha tidak
lebih dari tiga hari.
5. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta’zir
yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah
melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta
dalam perang Tabuk, yaitu Kaab bin Malik, Miroroh bin Rubaiah dan
Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa
diajak bicara. Sehingga turunlah firman Allah surat At-Taubah ayat 118,

sebagai berikut:

TE L. 27t - 9£9"’,/’ YIRS T Tf/ ° :‘w) .4-4".//.1,4 “
cdloy o) Leg 23N MJ& cdlo 13 Ja> el T Al anlidl Leg

Artinya: “Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi
terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak
pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat

berlindung dari Tuhan kecuali padaNya, kemudian Tuhan
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menerima taubat mereka agar mereka bertaubat”(Q.S. At-

Taubah: 118)

6. Hukuman Ancaman, Teguran, dan peringatan
Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta’zir, dengan
syarat dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja.
Misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan
hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakanya lagi. Sementara
hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut
bisa memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman teguran pernah
dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki
orang lain dengan menghinakan ibunya. Hukuman peringatan juga
diterapkan dalam syariat Islam dengan jalan memberikan nasehat, kalau
hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam
Al-Quran sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat
dikhawatirkan berbuat nusyuz.
7. Hukuman Denda
Hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagai
hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung
dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah
tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya

tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang
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menyembunyikan barang hilang. Sebagian fuqoha berpendapat bahwa

denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman tazir yang umum,
tapi sebagian lainnya tidak sependapat.

B. Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan
sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud
dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak
pindah kendaraan, orang, danatau barang yang berupa jalan dan fasilitas
pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait
yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki."’

Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia,
dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat
gerak.Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan
jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien
melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di
jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, perioritas
menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di

persimpangan.

Putranto,L.S.,Rekayasa Lalu Lintas, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang,
2008),116.


http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_lalu_lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Rekayasa_lalu_lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Arah_lalu_lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lajur_lalu_lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Jalur_lalu_lintas
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Selain Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan
Jalan, sampai sekarang masih berlaku pula dua peraturan yang berasal dari
pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang terkenal sebagai Wegverkeer-ordonnantie
(Undang-Undang Lalu Lintas di Jalan) tanggal 23 Februari 1933, termuat dalam
Staatsblad 1933-86 yo 249, mulai berlaku 1 Januari 1937, dan Wegverkeers-
verordening (Peraturan Lalu Lintas di Jalan) tanggal 15 Agustus 1936, termuat
dalam Staatsblad 1936-451, mulai berlaku juga tanggal 1 Januari 1937, jadi

.11
bersama-sama dengan Wegverkeers-ordonnantie.

2. Komponen Lalu Lintas

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna,
kendaraan dan jalanyang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang
memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu
lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu

lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. '

a. Manusia sebagai Pengguna
Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau
pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan

kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-

"Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung:PT. Refika Aditama,
2003),255.
12 Ramdlon Naning, Menggarahkan Kesadaran Masyarakatdan Disiplin Penegak Hukum Dalam
Lalu Lintas, (Surabaya: PT. Binallmu, 1983), 23.


http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengemudi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki
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lain).Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan
psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca,
penerangan atau lampu jalan dan tata ruang.
b. Kendaraan
Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang
berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang
membutuhkan ruang lalu lintasyang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam
lalu lintas.
c. Jalan
Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan
bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan
tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan
lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman,
sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas."
3. Manajemen Lalu Lintas
Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan,
pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk
keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara
lain dengan :

a. usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;

13 Annaeahira, Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, dalam
http;//www.anneahira.com/faktor penyebab kecelakaa-lalu lintas.htm. (24 April 2013).


http://id.wikipedia.org/wiki/Cuaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_ruang
http://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_sumbu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapasitas_jalan
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pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu
dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;

penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

1) Kegiatan Perencanaan Lalu Lintas

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi
tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat
pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan.

Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan
kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan
tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Penetapan tingkat
pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang
diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : rencana umum
jaringan transportasi jalan; peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas
jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi,
penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan
program pelaksanaan perwujudannya.

Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara
lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas
jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan

pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan
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serta pemeliharaan rambu rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat

lalu lintas, dan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan. Usulan kegiatan

atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan
kepada masyarakat.

2) Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas

Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas meliputi Kegiatan penetapan
kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Termasuk
dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara
lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum danatau
minimum, larangan penggunaan jalan, larangan danatau perintah bagi pemakai
jalan. Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas Meliputi :

a) Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.
Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui
efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaaan tersebut untuk mendukung
pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam
kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai
kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan,
jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas
pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain
meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis

pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.


http://id.wikipedia.org/wiki/Kecepatan
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b) Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan
korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat
pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah
peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya

menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

3) Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas
Adapun Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas yaitu meliputi :

a) Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu
lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa
penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan
pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh
keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan
yang telah ditetapkan.

b) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak

dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

C. Peraturan Lalu Lintas

Disahkannya Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhitung mulai
tanggal 22 juni 2009 merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu

lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang
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Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berjalan
setahap demi setahap sosialisasinya kepada warga masyarakat Indonesia yang
sebagai subyek hukum dari undang-undang tersebut. Bukan merupakan hal
mudah dalam mensosialisasikan produk hukum baru seperti Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 ini sebagai penganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lama apalagi pelaksanaan
Undang-undang ini telah berjalan 2 tahun lebih. Dalam hal ini banyak
perbedaan diantara isi dari undang-undang yang lama dengan yang baru dan
dengan adanya tahapan sosialisasi ini diharapkan isi undang-undang yang baru
ini dapat diterima olah masyarakat dan mampu merubah kebiasaan-kebiasaan
di masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas di jalan raya.

Jenis pelanggaran dan denda maksimal sesuai UU No.22 Tahun2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaku dan obyek pelanggaran,
Bentuk PelanggaranPasal yang dilanggar Denda Maksimal (Rp):'*

1. Setiap Orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas,
marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat
pengaman pengguna jalan Pasal 275 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (2)
250.000,00.

2. Setiap pengguna jalan Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh

petugas Polri sebagai dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam

'*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk

berhenti, jalan terus,mempercepat, memperlambat,dan/atau mengalihkan

arus kendaraan Pasal 281 dan 282 jo Pasal 104 ayat (3) 250.000,00.

Setiap Pengemudi (pengemudi semua kendaraan bermotor):

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Tidak bawa SIM Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi
yang sah Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) b 250.000,00.

Tidak memiliki SIM Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan,
tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal ayat 281 jo Pasal 77
ayat(1) 1000.000,00.

STNK, atau STCK tidak sah Kendaraan bermotor tidak dilengkapi
dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri Pasal 288 ayat
(1) jo 106 ayat (5) huruf a 500.000,00.

TNKB tidak sah Kendaraan bermotor tidak dipasang Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri Pasal 280 jo Pasal 69
ayat (1) 500.000,00.

Memasang perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan
Kendaraan bermotor di jalan dipasangi perlengkapan yang dapat
mengganggu keselamatan berlalu lintas, antara lain: bumper tanduk
dan lampu menyilaukan. Pasal 279 jo Pasal 58 500.000,00.

Sabuk Keselamatan Tidak mengenakan sabuk keselamatan Pasal 289

jo Pasal 106 ayat (6) 250.000,00.
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9)

10)

11)

12)
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Lampu utama malam hari Tidak menyalakan lampu utama pada malam
hari dan kondisi tertentuPasal 293 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1)
250.000,00.

Cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain
Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan
kendaraan lain Pasal 287 ayat (6) jo Pasal 106 ayat (4) huruf h
250.000,00.

Ranmor tanpa rumah-rumah selain sepeda motorMengemudikan
kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak
mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan helm
Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7) 250.000,00.

Gerakan lalu lintas Melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara
berhenti dan parkir Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) huruf e
250.000,00.

Kecepatan maksimun dan minimum Melanggar aturan batas kecepatan
paling tinggi dan paling rendah Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4)
huruf g atau Pasal 115 huruf a 500.000,00.

Membelok atau membalik arah Tidak memberikan isyarat dengan
lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan berbelok atau

berbalik arah. Pasal 294 jo Pasal 112 ayat (1) 250.000,00.



39

13) Berpindah lajur atau bergerak ke samping Tidak memberikan isyarat
saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping Pasal 295 jo Pasal
112 ayat (2) 250.000,00.

14) Melanggar rambu atau marka Melanggar aturan perintah atau larangan
yang dinyatakan dengan rambu lalu listas atau marka Pasal 287 ayat
(1) jo Pasal 105 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b

500.000,00.

15) Melanggar Apill (trafflight) Melanggar aturan perintah atau larangan
yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas Pasal 287 ayat
(2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf ¢ 500.000,00.

16) Mengemudi tidak wajar.Melakukan kegiatan lain saat mengemudi
Dipengaruhi oleh suatu keadaanyang mengakibatkan gangguan
konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1)
750.000,00.

17) Di perlintasan kereta api.Mengemudi kendaraan bermotor pada
perlintasan kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah
berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada
isyarat lain Pasal 296 jo Pasal 144 huruf a 750.000,00.

18) Berhenti dalam keadaan darurat.Tidak memasang segitiga pengaman,

lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti
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atau parkir dalam keadaan darurat di jalan Pasal 298 jo Pasal 121 ayat
(1) 500.000,00.

19) Hak utama kendaraan tertentu.Tidak memberikan prioritas jalan bagi
kendaraan bermotor dengan bunyi dan sinar dan/ atau yang dikawal

oleh petugas Polri.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat,
sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan
angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Yang
lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana dapat menjawab dan
menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e
dinyatakan :”bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan
lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi
kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional
manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas
dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara
terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai
dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib,

nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli
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masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang
transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992,
serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang

masih tetap berlaku.

D. Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak
diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna

Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

2. Kategori Kecelakaan Lalu Lintas
Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan
kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang;
Kecelakaan Lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan

luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
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c. Kecelakaan Lalu Lintas berat;
Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan
korban meninggal dunia atau luka berat.
Pendapat lain mengatakan bahwa kategori kecelakaan lalu lintas dibedakan
berdasarkan jenisnya, tingkat parah korban, faktor penyebab yang berkontribusi,

keadaan lingkungan dan waktu."

PPutranto,L.S.,Rekayasa Lalu Lintas, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang,
2008), 135



